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Mengingat 1 .
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BUPATI MOJOKERTO,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2OO9 tentang Pajak dan Retribusi Daerah juncto
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O 1 1 tentang Retribusi
Jasa Umum, teraf tera ulang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah;

bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
peraturan bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273oll;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t999
Nomor t69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48441;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera danl atau Ditera
Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun t987 tentang
Satuan Turunan, Satuan Timbang&fl, dan Satuan Lain
yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor L7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3351);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3388);

1 l.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2AO7
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O;



l4.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/ M-
DAG/PER/ IO l2OO9 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

lS.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 /M-
DAG/PER/ IA l2OO9 tentang Penilaian terhadap Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Metrologi Legal;

l6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-
DAG/PER/ 12l2OIO tentang Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;

17 .Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 lM-
DAG/ PER/ 12 I2OLO tentang Pengelolaan Sumberdaya
Manusia Kemetrologian;

l8.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2OI1 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2Ol1 Nomor 10);

lg.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Mojokerto.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mojokerto.



7. unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya
disingkat UPT Metrologi Legal adalah Unit pelaksana

Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

8. Kepala UPTD adalah Kepala unit pelaksana Teknis
Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan perdagangan

Kabupaten Mojokerto.

9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan I dipakai
bagi pengukuran kualitas dan/ atau kuantitas.

10. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

1 1. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

12. AIat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-
alat ukur,takar atau timbang yang menentukan hasil
pengukuran penakaran atau penimbangan.

l3.Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang
berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat
ukur, takar,timbang dan perlengkapannya yang belum
dipakai.

14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau
memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tera batal yang
berlaku,dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya
yang telah ditera.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Pembentukan UPT Metrologi Legal pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
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(2) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana
teknis operasional Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(3) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(4) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal, terdiri
dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPT Metrologi Legal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dalam hal pelayanan tera dan tera
ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan
kemetrologian legal lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT l\{etrologi Legal mempunyai
fungsi :

a. pengelolaan, p€ffieliharaan

teraf tera ulang;

dan pelayanan

b. pelaksanaan ketatausahaan;

c. pelaksanaan operasional metrologi legal;

d. pelaksanaan teraf tera ulang alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 4

Kepala UPT Metrologi Legal mernpLrnyai tugas

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

seluruh kegiatan UPT Metrologi Legal.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. men)ruslln perencanaan dan kegiatan;

b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga,

perlengkapan dan peralatan serta kebersihan

kantor;

c. melaksanakan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

e. melaksanakan koordinasi pen5rusunan laporan; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal.

BAB TV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melaksanakan tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



-7  -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal V SIph-n( Ur ?!\'l-

BUPATI

MUSTOr.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal V Jphfnge. ?,o\z

PIt. SEI(RBTARIS DAERAII I(ABUPATEN MOJOI(ERTO,

BERITA DAERATI I{ABUPATEN MOJOKERTO TAIIUil 2OT2

NOMOR 3<

MOCH. ARDI P.



LAMPIRAN : PERATURANBUPATIMOJOKERTO
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI


